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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

5. Peraturan Menteri Pendidikan Masional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang  Standar  Pelayanan Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan MNasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan lzin Pendirian
Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN

PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL HAD!I
PAGARALAM.

Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal '* September 2018

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI| AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR £tk TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL HADI

PAGARALAM

IDENTITAS YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

i |[Nama Madrasah Al Hadi
2 |[Nomor Statistik Madrasah 101216720029
3 |Alamat Madrasah Jalan : Keban Agung

Desa/Kelurahan : Keban Agung
Kecamatan : Pagar Alam Selatan
Kabupaten/ Kota : Pagaralam

Provinsi : Sumatera Selatan

4 [Nama Organisasi Penyelenggara Raudhatul Athfal Pagar Alam

Penyelenggara

5 |Akte Notaris Organisasi

Marly Cahyadi, SH, M.KN No: 33 Tgl. 16 Mei 2017

6 [Pengesahan

Akie

(Organisasi Penyelenggara

Notaris| AHU 0008612 AH.01.04. TAHUN 2017
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